PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 1/ 4 /PBI/1999

TENTANG

PENY ELENGGARAAN SURVEI OLEH BANK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa ddam rangka mencgpa dan memdihara kestabilan
nila rupiah, Bank Indonesa bertugas menetapkan dan
meaksanekan kebijakan moneter, mengaiur dan menjaga
kdancaan ddem pembayaran, sata mengaur  dan

mengawas bank;

. bahwa guna pdaksanaen tuges-tuges tersebut di aas secara

efektif dan efisen, Bank Indonesa memerduken informes
yang akurat dan terkini, bak yang bersfat makro maupun
mikro antaralain dengan me akukan surve;

bahwa shubungan dengan  hd-hd  tessbut di aas

dipandang perlu menyusun ketentuan tentang
penydenggaraan survel  oleh Bank  Indonesa ddam

Peraturan Bank Indonesg;

. Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statigtik

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39 dan Tambahan
Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3683);

. Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank

Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66 dan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PENY ELENGGARAAN SURVEI OLEH BANK

INDONESIA.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasd 1

Y ang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesiaini dengan :

1. Surve addah caa mengumpulkan keterangan dan data mddui  pencacahan
sampe untuk memperkirakan karakteristik suatu populas pada saet tertentu;

2. Ketaangen addah informes yang bersfa  kuditatif tentang  karakterigtik
Setigp unit populad yang menjadi objek Surve;

3. Daa addah informes yang bersfa kuantitaif tentang karakterigik dari
Setigp unit populad yang menjadi objek Surve;

4. Lembaga Surve addah lembega penditien a@au lembaga lan  (lembaga
konsultan, asogad  penditi, aau lembaga lan yang distaakan) yag
ditunjuk oleh Bank Indonesa untuk mdaksanekan kegitlan  Surve
berdasarkan suatu perjanjian kerja;

5. Pejanjian Keja addah pejanjian yang memua kesepekatan kerja antara
Bank Indonesa dan Lembaga Survel yang mencakup tuges pekerjaan yang
diberikan oleh Bank Indonesia kepada Lembaga Surve;

6. Reponden addah perseorangan dan/aau badan yang ditetgpkan  sebaga
sumber Keterangan dan Data ddam rangka Survei;



7. Badan addah semua badan, misdnya badan hukum, persekutuan perdata,
yayasan, dan asosas;

8. Pelugas Surve addah orang yang diberi tuges oleh pdaksana Survel  untuk
meakukan pengumpulan Keterangan dan Datg;

9. Laporan Hasl Surve addah lgporan hasil pengoladhan Keterangan dan Daa
yang diperoleh dari kegiatan Surve.

BAB I
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP SURVEI

Pasdl 2

Surve  betujuan untuk mempedeh informas mdaui  pengumpulan  Keterangan
dan Daa yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tuges Bank Indonesa
ddam menetapkan dan meaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga
kdlancaan dgem pembayaan, sata mengadur dan  mengawas  bank
sebagaimana dimaksud ddam Pasd 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia

Pasd 3

Ruang lingkup Surve mdiputi sduruh Keerangan dan Daa yang  depat
mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia
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BAB Il
PENY ELENGGARAAN SURVEI

Pasd 4

Bank Indonesa bertindak sebagai penyedenggara Surve.

Pdaksanaan Survel dapat dilakukan oleh Bank Indonesia darv/atau Lembaga
Surve.

Pdaksneen Surve yang dilakukan oleh Lembaga Surve digur ddam

Perjanjian Kerja.
Pasa 5

Surve yang disdenggaraken oleh Bank Indonesa bersfa mekro  aau

mikro.

Penydenggaraan Survel  sebagaimana dimeksud pada aya (1) dapat
dilakukan secara berkala atau sawaktu-waktu.

Pasa 6

Lembaga penditian aau lembaga lan yang dapat ditunjuk ssbega  pdaksana
Surve harus memenuhi persyaratan :

a
b.

independen, kompeten, dan profesiond,;
persyaratan lain yang ditetgpkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia

BAB 1V ...
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BAB IV
KOORDINASI DAN KERJA SAMA
DENGAN PIHAK LAIN
Pasd 7

(1) Bank Indonesa dapat melakukan koordinas dan kerja sama dengan pihak
lain ddam pengumpulan, pengolahan, dan penygian Keterangan dan Data
(2) Kerjasamadengan pihak lain diatur dengan perjanjian kerjasama

BABV
PENGUMPULAN DAN PENYAMPAIAN
KETERANGAN DAN DATA
Pasd 8

(1) Pengumpulan Keterangan dan Data dilakukan dengan :
a wawancag

b. pengisan kuesioner oleh Responden;

c. caalan.

(2) Penyampaian Keterangan dan Data dai Responden kepada pdaksana Surve
dapat mddui :

a. posdau kurir;

b. tdepon, fakamile dectronic mall (surat dektronik);

c. mediakomunikas lan.

(3) Taa caa pengumpulan dan penyampaan Keerangan dan Data diatur dengan
Surat Edaran Bank Indonesia

BAB VI ...
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BAB VI
HASIL SURVEI

Pasal 9

L aporan Hasll Surve addah milik Bank Indonesia

Bank Indonesa dgpat mempublikaskan dan menyebarluaskan Laporan
Hasl Surve sbaga bagian dai penyataen kebijaken di bidang moneter,
sgem pembayaran, dan pebankan, aaupun ddam rangka trangparang

informed.

BAB VII
HAK DAN KEWAJBAN

Pasd 10

Bank Indonesa berhak meminta Keterangan dan Data dai Responden
mengena objek Survel.

Bank Indonesa wgib meahasekan sumber, Ketgangan, dan Daa
Responden yang bersfat individud.

Pasal 11

Lembaga Surve berhak meminta Keterangan dan Data dari Responden.
Hak Lembaga Surve sebagamana dimeksud pada ayat (1) terbatas ddam
jangkawaktu yang telah ditetapkan ddam Perjanjian Kerja

(3) Keterangan ...
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(3) Keterangan dan Daa yang diminta oeh  Lembaga  Surve  sebagamana

(4)

()

(6)

()

dimeksud pada ayat (1) terbatas pada tujuan dan ruang lingkup survel yang
telah ditetgpkan ddam Perjanjian Kerja

Lembaga Surve wgib merdhasakan sumber, Keterangan, dan Data
Responden yang bersfat individud.

Lembaga Survel dilarang memberikan kepada pihak lain kertas kerja dan
Laporan Hasl Surve yang dibuat dalam rangka pe aksanaan Surve.

Lembaga Survel bertanggung jawab sepenuhnya terhadgp pedaksanaan tuges
yang dilakukan oleh Petugas Surve.

Lembaga Survel wagib menyampakan kertas kerja, Laporan Hasil Surve,
Keterangan, dan Data kepada Bank Indonesa

Pasdl 12

Daam meaksanakan tugas, setigp Petugas Surve wgib :

a
b.

D

membawa surat tugas dan tanda pengend;

memperhatiken nila-nila agama, adat idiadat sgtempat, tata krama, dan
ketertiban umum;

menjaga kerahasaan sumber, Keeangan, dan Daa Responden yang
bersfat individud;

menyampaikan Keterangan dan Data dai Responden kepada pdaksana
Survel yang memberi tuges.

Pasal 13

Setigp  Responden  berhak  mengetahui  tujuan, ruang lingkup, dan manfaat
kegiatan Surve.
2) Seti
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(2) Sdigp  Responden berhak menolak Petugas Survel yang  tidek memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud daam Pasal 12 huruf a

(3) Sdtigp Responden wgib memberikan Keterangan dan Daa yang diminta oleh
Petugas Survel secaralengkap, akurat, dan tepat waktu.

(4) Ddan hd Surve dilakukan secara berkda, setigp Responden  wgib
menyampaikan K eterangan dan Data secara berkaa kepada Bank Indonesia.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasd 14

(1) Lembaga Surveé yang tidek memenuhi  kewgibannya  sebagamana
dimeksud ddam Pesd 11 aya (4), aya (5), aya (6), dan/atau ayat (7)
dikenakan sanks adminigratif berupa:

a tegurantertulis

b. denda sekurang-kurangnya Rpl10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)  dan
pding banyak Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah);

C. keidakikutsertaen ddam peaksanean Survel yang disdenggaraken oleh
Bank Indonesia; dar/atau

d. pencabutanizin usshamedui ingtans berwenang.

(2) Prosedur pengenaan sankd  sebagamana dimeksud pada ayat (1) diatur
dengan Surat Edaran Bank Indonesia

Pasal 15 ...
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Pesd 15

(1) Dengan tidsk mengurangi ketentuan pidana denda sebagamana  dimaksud

C.

ddan Pasd 69 Undangundang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia, bagi Badan yang ditetgpkan sebaga Reponden ddam  suau

Surve yang tidek memenuhi  kewgibannya ssbagamana dimeksud  ddam

Pasd 13 ayat (3) danvatau ayat (4) dikenakan sanks adminidratif berupa:

teguran tertulis,

denda  sekurang-kurangnya Rpl1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pding
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau

pencabutan izin usshamddui indand yang bewenang.

(2) Prosedur pengenaan sanks  sebagamana dimeksud  pada ayat (1) diaur

dengan Surat Edaran Bank Indonesia

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bank Indonesiaini mula berlaku padatanggd ditetapkan.

Ditetapkan ...
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Ditetapkan di Jakarta
Padatanggd 18 Agustus 1999

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 141

USEM



No.1/4/PBI /1999

PBI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 1/ 4/PBI/1999
TENTANG
PENY ELENGGARAAN SURVEI OLEH BANK INDONESIA

UMUM

Sgdan dengan peakembangan ekonomi  internesond  yang  semikin
kompleks pentingnya peranan daia ddigsik yang dapat dipercaya bagi suau
negaa menjadi sangad menonjol. Data ddigik sdau diguneken ddam  setigp
tahgp pembangunan sehingga Sdigp tahgpan  kegiatan dapat  berjdan  secara
efektif dan efisgen. Mengingad petingnya peranen  datigik ddam  menunjang
pembangunan  perekonomian, setigp  pihak  bak lembaga maupun  individu
teemasuk Bank Indonesa berkewgiban mendukung tewujudnya sgem datidik
nesond yang andd, efektif, den efigen.

Sgjak bebergpa tahun terakhir Bank Indonesa secara intendgf tdah
berussha menata dan membangun datidik ekonomi  keuangan moneter  yang
dimiliki. Perbaikan dimeksud dilakuken medui bebaga cara, bak mdaui
koordined dan keja sama dengan pihak lan maupun medui Surve secaa

langsung.
Berkatan dengan kedudukan Bank Indonesa sebaga lembaga negara
yang independen dan mempunyai tujuan mencagpa dan memdihara kestabilan

nila ...
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nila rupiah, penyediaan informes berupa kgian yang lengkep, akurat, dan tepat



waktu meupekan peasyaaan peting yang harus dimiliki - guna  mendukung
perumusan  kebijakan yang didesarkan pada rist yang menddam. Ddam
penyediaan informaes  dimeksud, Bank Indonesia, di  samping memanfastkan
(dengan cara mengolah) data dan hasl Surve berbaga pihek, juga akan
medakukan Surve secara langsung sesua dengan kebutuhan Bank  Indonesia,
yang bissanya jaang diperdlen dai Lembaga Surve lan karena bersfa khusus
yang tekat dengan perumusan kebijaken Bank Indonesa di bidang moneter
(misdnya Surve tentang kegiaan dunia ussha), di bideng dgem pembayaran
(misdnya Surve  tentang katu kredit), dan di  bidang perbanken (misdnya
Survel tentang tingkat kejenuhan bank).

Aga pdaksanaan Survel dgpat berjdan secara efektif dan efisen, perlu
ditetgokan Peraturan Bank Indonesa tentang penydenggaraan Survel oleh Bank
Indonesa Ddam peduran ini digur ihwa penydenggaraan Surve  yag
mencakup pdaksanaannya oleh Bank Indonesa davaau Lembaga Surve,
koordinas dan kerja sama dengan pihak lain, hak dan kewgiban pihak-pihak
yang teliba ddam pdaksanaan Surve, termasuk sanks  adminidratif terhedap
pelanggarannya

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjeas

Pasd 3...

Pasd 3



Cukupjelas

Ayat (1)
Sebaga piheak yang berkepentingan  untuk  mendgpatkan  suatu
infformed, Bank Indonesa beinigatif mengadekan Surve  den
bertanggung jawab terhadgp sHuruh  keberhedlan  penydenggaraan
Surve, mula dai tahgp perdgpoan, peaksanaan, sampa  dengan
penyusunan Lgporan Hasll Surve.
Aya (2)
Bank Indonesa bewenang menunjuk lembaga penditian tertentu
sebaga Lembaga Survel berdasarkan asas-asas penilaan yang bak
terhadap pemenuhan persyaratan sebagamana dimeksud pada ayat
(1), baik yang berstandar nasond maupun internasiond.
Aya (3)
Pokok-pokok persyaatan yang diaur ddam Pejanjian Keja
sbagamana tetuang ddam kerangka acuen kerja  (terms  of
reference) sekurang-kurangnya memuat :
a. pokok yang dipejanjiken dengan uraan yang jelas megena
Lgporan Hasl Surve, jenis aaupun ruang lingkup Keterangan
dan Data, sertajumlah Responden;

b.harga...
-4 -

b. harganila kontrak, cara, dan persyaratan pembayaran;
C. persyaraan dan spesifikas teknisyang jelas dan terpering;
d. jangkawaktu dan syarat penydesaay/penyerahan;



Pasal 5

e. hak dan kewgjiban parapihak yang terikat ddam perjanjian;

f. sakd ddan hd Lembaga Surve tidek  memenuhi
kewgjibannya; dan

g. kepemiliken produk yang dihesilkan dari Perjanjian Kerja.

Ayat (1) dan ayat (2)

Suvei yang bedfa mekro dimeksudkan untuk  mendukung
peaksanaan  kebijaken yang  mempengaruhi  besaran/agregat
ekonomi  dan moneter, bak secara langsung maupun  tidak
langsung, sepati Surve pasx uang, Surve kegiagan dunia usaha,
Survel ekspektas  konsumen, dan Surve haga asst. Surve yang
bersfaa makro pada umumnya dilakukan secara berkda berkenaan
dengan inffoomad  yang bekatan dengan upaya pengenddian
moneter yang Sfanyaterus-menerus.

Surve  yang bersfat mikro dimaksudkan untuk  mendukung
peaksaneen  kebijeken yang mempengauhi  secaa langsung
kepentingan individud peaku dunia ussha, sepeati Surve kartu
kredit, Survel  biaya pendirian  kantor bank, Surve  tingkat
kegenuhan bank, dan Surve tingkat hunian hotd. Surve yang

bersfat ...
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bersfa mikro pada umumnya dilakukan sewaktuwaktu berkenaan
dengan informas spesifik yang dibutuhkan pada waktu tertentu.



Pasal 6

Huruf a

1)

2)

3)

uatu Lembaga Survel depat dikatakan independen gpabila
ddam mengambil keputusan untuk membuat Lgporan Hadl
Survel bebas dari pengaruh pihak mana pun;

uatu Lembaga Surve dapat  dikatakan kompeten agpabila
memiliki  kewenangan den kemampuan yang berdandar tinggi
ddam medakukan kegiagan Surve, antara lain berbentuk badan
hukum, memiliki izin dai indend tekat, dan  memiliki
sumber daya manuda yang cukup. Khusus lembaga yang
badilias dengan univarstas a@au lembaga  pendidiken  tinggi
lannya dkecudikan dai persyaraan badan hukum, tetapi
harus dapat diyakini kgedasan pihak yang bertanggung jaweb
atas lembaga dimaksud;
suatu Lembaga Survel dgpat  dikataken profesiond gpabila
mempunya  keshlian dan menguasa  bidang pekerjaen  yang
dilakukannya, antara lan mempunya kingja yang bak dan
berpengdaman  mdakukan  kegigdan Surva  minimd  sHama
tigatahun.

Penunjuken ...
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Penunjukan Lembaga Surve  dilakukan dengan  memperhatiken
agpek efektivitas dan efisend.

Huruf b

Cukup jdas



Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimeksud dengan pihek lan addah semua Badan, indand

pemeintah, asodad, lembaga penditien, dan pihak yang dapat
menyediskan Keterangan dan Daa yang diperlukan oleh Bank

Indonesa

Aya (2)

Cukup jdas

Pasd 8
Ayat (1)
Huruf a
Wawancaa addah suau metode  untuk  memperoleh

Keterangen den Daa dengan caa menanyaken  langsung
kepada Responden, bak mddui tatgp muka meupun medui

media tdekomunikad.

Huruf b
Pengisan kuesoner addah suatu metode untuk memperoleh

Keterangan ...
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Keterangan dan Daa dengan caa meminta Responden
melakukan pengigan a@au menjawab sendii sEmua  pertanyaan
yang terdgpat pada kuesioner yang telah
dirancang/dipersigpkan.

Huruf ¢
Yang dimeksud dengan caa lan sepeti observes  dan
pengukuran.



Aya (2)

Cukup jdlas

Aya (3)

Cukup jdas

Pasd 9
Aya (1)
Cukup jelas

Aya (2)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayt (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat(1)
Cukup jdlas
Aya (2)
Cukup jdlas

Avét (2) ...



Ayét (3)
Cukup jdlas

Ayat (4)
Cukup jdlas

Ayét (5)
Cukup jdas

Ayt (6)
Tanggung jawab Lembaga Survel termasuk pula aas pdanggaran
yang dilakukan oleh Peugas Surve ddam menjaga kerahesaan
ketas kerja, sumber, Keterangan, dan Data Responden yang
bersfa individud.

Aya (7)
Kertas kerja, Laporan Hasl Survel, Keterangan, dan Data

-9-

yang disampakan oleh Lembaga Surve kepada Bank Indonesa
disssuakan dengan kuditas dan peasyadan yang ditetapkan
daam PejanjianKerja



Pasal 12

Huruf a
Ddam hd Surve dileksanekan oleh Lembaga Surve, sura tuges
dikduarkan oleh Lembaga Surve dengan mdampirkan kopi  surat
penugasan dari Bank Indonesa kepada Lembaga Survel  yang
bersangkuten.

Huruf b
Cukup jdas

Huruf ¢
Cukup jdas

Huruf d

Yang dimaksud dengan pdaksana Survel addah Bank Indonesa
aau Lembaga Surve.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Avét (3) ...

- 10 -

Ayét (3)
Keterangan dan Daa yang diminta oleh Bank Indonesa tidek
dimaksudkan untuk pemeriksaan tetgpi untuk kepentingan Satistik.

Ayat (4)



Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Penetapan besanya sanks dilakukan dengan
mempertimbangkan antaralain :

1) besanya dampak cidera janji Lembaga Survel terhadap
kuditas hesl Surve;
2) pentingnya Survel dan besarmyannila kontrak.

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Pencabutan dau pembatidan izin usaha terhadap Badan

dilekukan ...
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dilakukan odeh indand yang bewenang  berdasarken
permintaan Bank Indonesa

Aya (2)

Cukup jelas



Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jdas

Huruf b
Penetapan besarnya sanks dilakukan dengan
mempertimbangkan antaralan :
1) kontribus jawaban Responden terhadap hasil Surve;
2) pentingnya Surve;

3) besarnyaskda usaha Responden.

Huruf ¢
Pencabutan aau pembadan izin ussha terhadap badan usaha
dilskukan odeh indand yang bewenang  berdasarken
permintaen Bank Indonesia.

Ayé (2)
Cukup jdlas

Pasal 16 ...
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Pasal 16

Cukupjéeas
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